
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (lLembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5717); 

5495); 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 
2. Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

a. bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 45 Peraturan 
Meriteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset desa, maka perlu diatur dengan peraturan 
Bupati; 

b. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksucl 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengelolaan Aset desa di Ka.bupaten Ba.tang; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN BATANG 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR '-/0 TAHUN 2017 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JAW A TENG AH 

Mengingat 

Mcnimbang 
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8. 

se bagai unsur 
yang menumpin 

yang menjadi 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Mcnteri adalah Menteri Dalam Negeri. 
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Gubernur adalah Gubernur .Jawa'I'engah. 
4. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerin tahan Daerah 
pelaksanaan uru.san pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

6. Bupati adalah Bupati Batang. 
7. Dcsa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pernerintahan , kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pernerintahan dan kepentingan masyarakat seternpat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, 

10. Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pcmerintahan yang anggotanya mcrupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara dernokratis. 

11. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa atau perolchan 
Hak lainnya yang sah. 

12. Pengelolaan Aset desa merupakan rangkaian kegiatan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI 
KABUPATEN BATANG. 

MEMUTUSKAN : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah un 2014 teritarig Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor J 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset desa (Beri.ta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 53); 

Menetapkan 
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waktu. 

26. 

25. 

24. 

2 ,.., 
"· 

22. 

21. 

20. 

mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 
pernanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, 
pernindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. 

13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 
diberituk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam mernberdayakan 
masyarakat. 

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
rnasyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
discpakati bcrsama Badan Perrnusyawaratan Desa. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP 
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

19. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis 
untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang 
milik desa. 
Pengadaan adalah kegialan untuk melakukan pemeriuhan 
kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna 
Barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 
Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset clesa secara tidak 
langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status 
kepemilikan. 
Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 
Pinjam pakai a.dalah pernanfaatan aset. desa antara 
Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta 
Lernbaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam 
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. 
Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 
meningkatkan pendapatan Desa. 
Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 
bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kernudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 
diserahkan kembali tanah beserta bangunan clan/at.au 
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka 
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pemindahtanganan aset desa yang sernula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa 
clalam BUMDcsa. 

35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan 
rneliputi pernbukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa 
sesuai dengan keterituan yang berlaku. 

36. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa inforrnasi 
terkait dengan keadaan objektif aset desa. 

37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang 
didasarkari pada data/fa.kta yang obyektif dan relevan 
dengan menggunakan metode / teknis terteritu untuk 
mernperoleh nilai aset clesa . 

. 38. Tarrah Desa adalah tanah yang dikuasai clan/ atau dirniliki 
oleh Pernerintah Desa sebagai salah satu s'umber 
pendapatan asli desa dan/ a tau untuk kepentingan sosial. , 

39. Tanah kas desa adalah tanah desa yang merupakan 
kekayaan dcsa dan diperuntukkan bagi sumber 
pendapatan asli desa. 

40. Tariah bengkok adalah tanah kas desa yang digunakan 
untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
clan dapat digunakan untuk tarnbahan tunjangan kepala 
desa serta perangkat desa. 

4 L Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan peridataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa. 

42. Kodefikasi adalah pernberian kode barang pada aset desa 
clalam rangka pcngamanan dan kepastian status 
kepernilikan. 

43. Musyawarah De sa adalah musyawarah antara BPD, 

adalah Desa Pemerintah Modal 
uang. 

.34. Penyertaan 

27. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa bcrupa tanah olch pihak lain dengan cara mcndirikan 
bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan 
setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada 
Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalarn jangka 
waktu terteritu yang disepakati. 

28. Pcngamanan adalah Proses, cara perbuatan mcngamankan 
aset desa dalam bentuk fisik, hukurn, dan administratif. 

29. Perneliharaan ada lah kegiatan yang di lakukan agar sernua 
aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka 
penyelenggaraan pcmcrintahan desa. 

30. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan 
aset desa dari buku data i.nventari.s desa dengan 
keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan 
Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna 
barang clari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 
barang yang berada dalam pengguasaannya. 

31.. Pemindahtariganan adalah pengalihan kepemilika.n aset 
desa. 

32. Tukar mcnukar adalah pemindahtanganan kepernilikan 
aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan 
pihak lain derigan penggantiannya dalam berituk barang. 

33. Penjualan adalah peminda.hta.nganan aset desa kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 
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( 1) Kepala Des a se bagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset 
desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan 
asct dcsa. 

Pasal 4 

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas 
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, 
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

Ba.gian Kesa.tu 
Asas Pengelolaan Aset Desa 

Pasal3 

BAB III 
PENGELOLAAN ASET DESA 

(1) Jenis aset desa terdiri atas : 
a. kekavaan asli desa· ~ ' 
b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBDesa; 
c. kekayaan desa yang cliperoleh dari hibah clan sumbangan 

atau yang sejenis; 
cl. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian Zkontrak dan/atau diperoleh berdasarkan 
ketentuan peraturan undang-unda.ng; 

e. hasil kerja sama desa; clan 
f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. 

(2) Kekayaan asli dcsa sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) 
huruf a, terdiri atas : 
a. tanah kas desa; 
b. pasar desa; 
c. pasar hewan; 
d. tambatan perahu; 
e. bangunan desa; 
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; 
g. pelelangan hasil pertanian; 
h. hutan milik desa; 
i. mata air milik desa; 
j. pernandian umum; dan 
k. lain-lain kekayaan asli desa. 

(3) Aset dcsa merupakan tanah kas desa yang dimanfaatkan 
untuk menclanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

BAB II 
JENIS ASET DESA 

Pasal 2 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk mcnyepakati hal yang 
bersifat strategis. 
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(l) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, 
berweriang dan bertanggungjawab: 
a. meneliti rcncana kcbutuhan asct desa; 
b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; 
c. mengatur penggunaan, pemanfaatan , penghapusan dan 

pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh 
Kepala Dcsa; 

d. mclakukan koordinasi dalam pclaksanaan inventarisasi 
aset desa.dan 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan aset desa. 

(2) Petugas/pcngurus asct desa scbagaimana dimaksud pada 
Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa; 
b. merigajukan permohonan penetapan penggunaan aset 

desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan 
lainnya yang sah kepada Kcpala Desa; 

Pasal 5 

{2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rncmpunyai 
wewenang dan tanggungjawab: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; 
b. menetapkan pernbantu pengelola dan petugas/ pengurus 

aset desa; 
c. mcnetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 

pemindah tanganan aset des a; 
d. menetapkan kebijakan pengamanan aset. desa; 
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan 

atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis 
melalui musyawarah desa; 

f. menyetujui usu1 pemindahtanganan dan penghapusan 
aset desa sesuai batas kewenangan; dan 

g. menyetuj ui usul pemanfaatan aset desa selain tanah 
dan/atau bangunan. 

(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, 
pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, 
pelelangan ikan , pelelangan hasil pertanian, hutan milik 
dcsa, mata air milik desa, pemandian urnum, dan asct 
lainnya rnilik desa. 

(4) Dalam melaksariakan kekuasaan sebagairnana dirnaksud 
pada ayat ( 1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian 
kekuasaannya kcpada Pcrangkat Dcsa. 

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) tercliri dari : 
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan 
b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset 

des a. 
(6) Petugas/pengurus aset desa scbagaimana dimaksud pada 

ayat (.S) huruf b, dijabat oleh Kepala Urusan yang 
mernptmyai fungsi pengadrninistrasian aset desa. 
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(1) Percncanaan aset desa sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 
7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pernbangunan .Jangka 
Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) 
tahun. 

(2) Pcrencanaan kebutuhan aset desa untuk kcbutuhan 1 (satu) 
tahun dituangkan clalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDesa) dan ditetapkan dalam. APBDesa setelah 
memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. 

Paragraf 1 
Perencariaan Aset Desa 

Pasal 8 

a. pcrencanaan; 
b. pengadaan; 
c. penggunaan; 
d. pemanfaatan; 
e. pengamanan; 
[. perncliharaan; 
g. penghapusan; 
h. pemindahtanganan; 
1. penatausahaan; 
J. pelaporan; 
k. penilaian; 
I. pembinaan; 
m. pengawasan; dan 
n. pengendalian. 

Pengelolaan aset desa meliputi : 

Pasal 7 

( 1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama 
Pemcrintah Dcsa. 

(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti 
status kepernilikan dan ditatausahakan secara tertib. 

(3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan 
keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain 
sebagai pernbayaran atas tagihan kepada pernerintah desa. 

(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk 
mendapatkan pinjaman. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan 

Pasal6 

c. melakukan inventarisasi aset desa; 
d. mengamankan dan rnemelihara aset desa yang 

dikelolanya; dan 
e. menyusun dan menyarnpaikan laporan aset desa. 
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penelitian status yuridis t.anah; 
4) melakukan penaksiran harga tanah; 
5) melaksanakan tawar-rnenawar harga tanah dengan 

disaksikan Kepala Dcsa clan BPD; 
6) menetapkan hasil pengadaan tanah, paling sedikit 

mernuat harga, luas, dan lokasi; 
7) melaksanakan administrasi dan dokumentasi proses 

pengadaan tan ah; dan 
8) melaporkan clan menyerahkan penetapan basil perlu 

dicatat dan dimasukan se bagai aset desa pengadaan 
tanah kepada Kepala Desa. 

(4) Kepala Desa sebagai pemegang kelcua saan pengelolaan aset 
desa mcnetapkan pcnggunaan tanah basil pcngadaan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan 
Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. 

dan identifikasi, inventarisasi, 
tanah; 

:3) melaksanakan 

(1) Pengadaan t.anah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat P) dilakukan atas dasar : 
a. perencanaan kebutuhan tanah yang telah ditetapkan 

dalam RPJMDesa dan RKPDcsa; atau 
b. tukar mcnukar/pclepasan tanah desa dcngan ganti rugi 

berupa uang. 
(2) Pengadaan t.anah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah. 
(3) Tata cara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur sebagai berikut: 
a. Kepala Desa mengumumkan rencana pengadaan tanah 

yang ditempel di papan pengumurnan desa atau tempat 
yang strategis, dan memuat informasi antara lain : 
1) luas dan rencana penggunaan tanah; 
2) klasifikasi tanah yang dibutuhkan darat atau 

pertanian ) ; dan 
3) waktu pelaksanaan pengadaan. 

b. Kepala Desa mcmbentuk Panitia Pengadaan Tanah yang 
terdiri clari unsur pemerintah desa dan lembaga 
kemasyarakatan desa, yang bertugas : 
1) melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah; 
2) rnelaksanakan dan menerima pendaftaran pemilik 

Pasal 10 

(1) Pengadaan aset desa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 
huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, 
cfektif, transparan dan tcrbuka, bersaing, adil/ticlak 
diskriminatif, dan akuntabel. 

(2) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
berpedoman Peraturan Bupati yang rnengatur pengadaan 
barang/ jasa di Desa. 

(3) Pengadaan aset desa sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
dikecua1ika.n untuk pengadaan tanah. 

Paragraf 2 
Pengadaan Asct Desa 

Pasal9 
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( 1) Pcmanfaatan aset desa berupa scwa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 2 ayat (2) huruf a, tidak merubah status 
kepemilikan aset de sa. 

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 3 (tiga) tahun clan dapat dipcrpanjang. 

(3) Penetapan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa. 

(4) Ketentuan jangka waktu persewaan aset desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk aset desa 
bcrupa tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan 
tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Pasal 13 

(1) Pemanfaatan aset desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf cl, dapat dilaksanakan sepanjang tidak 
dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan 
Pernerintahan De sa. 

(2) Bentuk pernanfaatan aset desa se bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berupa : 
a. sewa; 
b. pinjam pakai; 
c. kerjasarna pemanfaatan; 
d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan 

(3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Desa. 

Paragraf 4 
Pemanfaatan 

Pasal 12 

(1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung 
pcnyclcnggaraan Pemerintahan Desa. 

(2) Stat.us penggunaan aset desa ditetapkan set.iap tahun 
dengan Keput.usan Kepala Desa. 

Paragraf 3 
Penggunaan Aset Desa 

Pasal 11 

(5) Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang 
van a terdiri dari : ,.• b 

a. Ketua merangkap Anggota dijabat oleh Sekretaris Desa; 
b. Sekretaris merangkap Anggota dijabat dari perangkat desa 

yang mempunyai fungsi pembinaan masalah pertanahan; 
dan 

c. Anggota dari unsur perangkat desa dan lembaga 
kernasyarakatan. 

(6) Kepala Desa secara fungsional bertindak sebagai 
penanggungjawab dalam Panitia Pcngadaan Tanah. 

(7) BPD secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap 
proses dan penetapan basil pengadaan tanah. 



10 

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan 
dengan pihak lain dilaksanakan clalam rangka: 
a. mengoptimalkan daya guna dan basil guna aset desa; 

dan 
b. meningkatkan pendapatan desa. 

(2) Keri a Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah clan/ atau 
bangunan dengan pihak lain se bagaimana climaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

APBDesa untuk rnemenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan, dan/ a tau perbaikan yang cliperlukan 
terhadap tanah clan bangunan t.ersebut; 

Pasal 15 

(1) Pernanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan 
antara Pcmerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya 
serta Lembaga Kemasyarakat.an Desa. 

(2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan 
untuk tariah, bangunan, dan aset bergerak berupa 
kendaraan bcrmotor. 

(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) 
hari dan dapat diperpanjang. 

(4) Pinjarn pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian 
yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; 
c. jangka waktu pinjam pakai; 
d. tanggung jawab perninjam atas biaya operasional dan 

perneliharaan selama jangka waktu perninjarnan; 
e. hak dan kewajiban para pihak; 
f. keadaan di lua.r kernampuan para pihak (force majeures; 

clan 
g. persyaratan lain yang di anggap perlu. 

Pasal 14 

(5) Jangka waktu persewaan tanah bengkok sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun. 

(6) Sewa aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang­ 
kura.ngnya memuat : 
a. para pihak yang terikat dalarn perjanjian; 
b. objek perjanjian sewa; 
c. jenis, luas at.au jurnlah barang, besaran sewa dan jangka 

waktu; 
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 

pemeliharaan sclama jangka waktu scwa; 
e. hak dan kewajiban para pihak; 
f. keadaan di luar kernampuan para pihak (force majeures; 

dan 
g. persyaratan lain yang di anggap perlu. 
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(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana 
dirnaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d berupa tanah 
dcngan pihak lain clilaksanakan clengan pertimbangan : 
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan pernerintahan desa; dan 
b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan 

bangunan dan fasilitas tersebut. 
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 

jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara 
lain : 
a. mernbayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; 

dan 
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah 

guna. 
(3) Koritribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim 
yang dibentuk oleh Bupati. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Asisten 
Pemerintahan, Perangkat Daerah yang rnembidangi 
pernerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi 
pengclolaan aset daerah, Perangkat Daerah yang 
membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi 
pertanian, Perangkat Daerah yang mernbidangi tata ruang, 
instansi vertikal yang membidangi pertanahan, Bagian di 
lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat setempat. 

(5) Dalam mcnetapkan besaran kontribusi, Tim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) melibatkan tenaga penilai yang 

Pasal 16 

b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
menjarninkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi 
objek kerjasama pemanfaatan; 

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merniliki 
kewajiban, antara lain: 
a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 

waktu pcngoperasian yang telah ditetapkan dan 
pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan 
melalui rekening Kas Desa; 

b. membayar sernua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja 
sama pcmanfaatan; dan 

c. ,Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 
(lima belas] tahun sejak perjanjian ditandatangani dan 
dapat diperpanjang. 

(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau 
bangunan clitctapkan dalam surat perjanjian yang memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek kerjasama pemanfaatan; 
c. jangka wak tu ; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
c. pcnyelesaian persclisihan; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure}; 

dan 
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 



12 

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 
1 7 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening 
Kas Desa. 

Pasal 19 

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna 
serah atau bangun serah sertaguna sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan setelah mendapat 
ijin tertulis dari Bupati. 

Pasal 18 

(1) .Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna 
paling lama 18 (delapan belas) tahun dan dapat 
diperpanjang. 

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah 
guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih 
dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala 
Desa, dan difasilitasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. 

(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun 
serah guna diperpanjang, pemanfaatan dila.kukan melalui 
Kerjasarna Pernanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 
16. 

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan 
berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek bangun guna serah; 
c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam 

perjanjian; 
d. penyelesaiaan perselisihan; 
e. keadaan diluar kernampuan para pihak iforce majeure); 

clan 
f. persyaratan lain yang di anggap perlu; 
g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian basil dari 

pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna 
harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
atas nama Pernerintah Desa. 

Pasal 17 

pembiayaannya dibebankan kepada pemohon yang 
memanfaatkan aset desa. 

(6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 
tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun 
serah guna. 

(7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib 
menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan 
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan 
pelaksana. 
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( 1) Penghapusan aset desa sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 
7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset 
desa dari buku data in ventaris desa. 

(2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara 
lain : 
a. beralih kepemilikan; 
b. pemusnahan; atau 
c. sebab lain. 

(3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan 
sebagaimana dimaksud pada aya t (2) huruf a, antara lain: 
a. pemindahtanganan alas aset desa kepada pihak lain; 
b. putusan pengadilan yang telah bcrkekuatan hukum tetap. 
c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan 

pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib 
menghapus dari daftar inventaris aset milik desa. 

(4) Pernusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, clengan ketentuan: 

Paragraf Ketujuh 
Penghapusan 

Pasal 22 

( 1) Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

(2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa. 

Paragraf Keenam 
Pemeliharaan 

Pasal 21 

( 1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat 
Desa. 

(2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: 
a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, 

pelaporan dan penyirnpanan dokumen kepemilikan; 
b. fisik untuk mencegah tcrjadinya penurunan Iungsi 

barang, penurunan jumlah barang clan hilangnya barang; 
c. pengamanan fisik unt.uk t.anah dan bangunan dilakukan 

dengan cara pemagara.n dan pema.sangan tanda batas; 
d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan 
pemeliharaan; dan 

e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti 
status kepemilikan. 

(3) Biaya Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat. (2) dibebankan pada APBDesa. 

Paragraf Kelima 
Pengamanan 

Pasal20 
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(1) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 22 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan 
Berita Acara clan ditetapkan dengan Kcputusan Kepala 
Desa setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Persetujuan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
diajukan oleh Kepala Desa melalui Carnal setelah mendapat 
persetujuan BPD. 

(3) Dalam membcrikan persetujuan scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Bupati mernbentuk Tim yang bertugas 
melaksanakan kajian dan terdiri dari Asisten Pemerintahan, 
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
pernerintahan desa, Organisasi Perangkat Dacrah yang 
membidangi aset daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat 
Daerah, dan Camat. 

(4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada 
Bupati scbagai dasar untuk mcnerbitkan persetujuan. 

Pasal23 

a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan 
dan/ atau tidak merniliki nilai ekonornis, antara lain meja, 
kursi, komputer; 

b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar 
penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan. 

(5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain: 
a. hilang; 
b. kecurian; dan 
c. terbakar. 

(6) Penghapusan aset desa karcna hilang atau kecurian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. dibuktikan surat kehilangan atau sebutan lain yang 

dikeluarkan oleh kepolisian; dan 
b. adanya klarifikasi oleh Tim Ganti Rugi Aset Dcsa yang 

dibentuk oleh Kepala Desa. 
(7) Tim Gariti Rugi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) huruf b terdiri dari Sekretaris Desa, petugas/pengurus 
aset desa, dan kcpala urusan keuangan. 

(8) Dalam hal basil klarifikasi Tim Gariti Rugi Aset, terdapat 
unsur kelalaian seseorang, maka pihak yang .menyebabkan 
aset desa hilang atau kecurian wajib menggant.i aset yang 
hilang atau kecurian tersebut. 

(9) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa 
uang yang besarannya dihitung berdasarkan nilai 
penyusutan. 

( 10) Be saran penggantian sebagaimaria dimaksud pada ayat (9) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah 
mendapat persetujuan BPD. 

(1 l)Uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
disetorkan ke rekening kas desa dan menjadi pendapatan 
desa. 
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Aset desa dapat dijual sebagaimana dimakaud dalam Pasal 26 
ayat ( 1) huruf b, apabila : 
a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/ atau nilai 

ekonornis dalam rnendukung penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang 
dikelola oleh Pernerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, 

Pasal 27 

(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana 
dimaksucl dalam Pasal 7 huruf h, meliputi: 
a. tukar menukar; 
b. penjualan; dan 
c. penyertaan modal Pernerintah Desa. 

(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya 
dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. 

Paragraf Kedelapan 
Pemindah tanganan 

Pasal26 

( 1) Aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak 
pembangunan seperti waduk, uang penggantinya 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan 
daerah. 

(2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak 
pembangunan seperti wacluk, uang penggantinya menjadi 
milik desa. 

(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
rnerupakan pendapatan desa yang penggunaannya. 
diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa. 

(4) Aset milik clesa yang desanya dihapus dan/atau cligabung 
dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya 
dihapus menjadi milik desa yang digabung. 

Pasal 25 

( l) Penghapusan aset desa selain sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 23 ayat ( 1) tidak perlu mendapat persetujuan 
Bupati. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 1) terlebih 
dahulu dibuat Serita Acara dan ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. 

Pasal 24 

(5) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pcnghapusan asct desa 
yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan. 

(6) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi tanah dan/ a tau bangunan. 
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(l) Pernerintah Daerah bersarna Pemerintah Desa melakukan 
inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melakukan inventarisasi clan penilaian asct dcsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah 
melakukan fasilitasi. 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 
kegiatan sosialisasi dan/ atau pelatihan dan kegiatan 
lainnya. 

(4) Dalam melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) Pemerintah Desa 

Paragraf Kesepuluh 
Penilaian 
Pasal 30 

(1) Aset desa yang sudah ditetapkan pcnggunaannya 
sebagaimana diatur pada Pasal 11 harus diinventarisir 
dalam buku inventaris aset desa dan di.beri kodefikasi. 

(2) Pedoman umum kcdefikasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah sebagaimana tercanturn dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Desa yang tidak melaksanakan penata usahaan terhadap 
aset desa dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan 
perundangan. 

Paragraf Kesembilan 
Penatausahaan 

Pasal 29 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa 
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 26 ayat (1) huruf c, 
dilakukan dalam rangka pendirian, pcngembangan dan 
peningkatan kinerja Badan U saha Milik Desa (BUMDesa). 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (l) berupa 
Tanah Kas Desa. 

Pasal 28 

bambu, sapi, kambing. 
c. Penjualan aset scbagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung 
dan/ a tau lelang. 

d. Penjua.lan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c 
antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman 
tum buhan clan ternak. 

e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf 
c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin. 

f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e 
dilengkapi dengan bukti penjualan clan ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Desa tentang Penjualan. 

g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d 
dan huruf e dimasukkan dala.m rekening ka.s desa sebagai 
pendapatan asli desa. 
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(1) T'ukar menukar aset desa berupa tanah untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan sesuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan 

besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan 
desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan 
tenaga penilai. 

b. apabila tanah pengganti belum tersedia rnaka terhadap 
tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa 
uang. 

Bagian Kesatu 
Untuk Kepentingan Umum 

Pasal ~~4 

Pcmindahtanganan asct desa berupa tanah melalui tukar 
menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf 
a terdiri dari : 
a. untuk kepentingan umum; 
b. bukan untuk kepentingan urnum; dan 
c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan 

untuk kepentingan 'umum. 

BAB III 
TUKAR MENUKAR 

Pasal 33 

Format Keputusan Kepala Desa ten tang Penggunaan Aset desa, 
Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tcntang 
Penghapusan Aset desa serta Format Buku lnventaris Aset dcsa 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal32 

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa 
tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pernerintah 
atau Penilai Publik. 

Pasal 31 

melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa secara 
teknis berdasarkan kondisi faktual. 

(5) Inventarisasi dan penilaian aset desa secara teknis 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dibebankan pada 
APBDesa. 

(6) Hasil inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dcngan Kcputusan 
Kepala Desa. 
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( 1) Tukar menukar tanah milik desa se bagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 34 dila kukan dengan t.ahapan : 
a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati melalui 

Carnal terkait basil Musyawarah Desa tentang tukar 
menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah 
pengganti berada pada desa setempat dan pembentukan 
pariitia pengadaan tanah pengganti, dengan disertai: 
1) Berita Acara hasil Musyawarah Desa tentang tukar 

menukar tanah milik Desa; 
2) Keputusan BPD tentang Persetujuan Tukar Menukar 

Tarrah Milik Desa; dan 
3) Dokumen kepemilikan/ status tanah milik desa dan 

calon tanah pengganti; 
4) Keputusan kepala desa tentang pembcntukan panitia 

pengadaan tanah pengganti. 

Pasal 35 

c. pemberian ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, dilakukan dalam hal belurn tersedia tanah 
pengganti dalam waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak 
instansi yang membutuhkan tanah menyerahkan basil 
penilaian tanah desa kepada pemerintah desa. 

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c 
dibuktikan dcngan surat ketcrangan dari instansi atau 
pemohon yang membutuhkan tanah yang ditujukan 
kepada desa. 

e. pemberian ganti rugi berupa uang sampai batasan waktu 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dihitung 
berdasarkan pada saat ganti rugi uang diberikan dengan 
menggunakan tenaga penilai yang pembiayaannya 
dibebankan kepada instansi atau pemohon yang 
membutuhkan tanah. 

f. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
huruf c harus digunakan untuk membeli tanah pengganti 
yang senilai. 

g. apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanah 
pengganti belum diperoleh, maka uang pengganti atas 
tanah dimaksud tetap berada clalam rekening kas desa, 
dan tidak diperbolehkan untuk. penggunaan lainnya. 

h. pengadaan ta nah pengga.nti sebagaimana dimaksud pada 
huruf f melibatkan lenaga penilai/ apraisal sesuai dengan 
kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

1. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf f 
diutamakan berlokasi di Desa setempat. 

J. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa 
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf i, tanah 
pengganti dapat berlokasi dalam satu Kccamatan 
dan/ a tau Desa di kecamatan lain yang berbatasan 
langsung. 

k. apabila Tanah Kas Desa dengan luasan tanah kurang dari 
100 M2, penghitungan nilainya dapat dilakukan oleh tim 
penilai kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bu pati. 
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(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 34 
ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan 
tcrdapat selisih sisa uang yang rclatif scdikit atau uang 
ganti rugi relatif kecil, dapat digunakan selain untuk tanah. 

(2) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi 
relatif kecil yang digunakan selain untuk pengadaan tanah, 
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan BPD. 

(3) Besaran selisih sisa uang ganti rugi yang dapat digunakan 
selain untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
diatur sebagai berikut: 
a. uang ganti rugi dengan besaran sarnpai dengan Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka besaran 
selisih sisa uang ganti rugi ditetapkan paling tinggi 
sebesar 4% (empat per seratus]; 

b. uang ganti rugi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah) sampai dcngan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar 
rupiah), maka besaran sclisih sisa uang ganti rugi 
ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua per seratus]; dan 

c. uang ganti rugi dengan besaran di atas Rp. 
2.000.000.000,00 [dua milyar rupiah), maka besaran 
selisih sisa uang ganti rugi clitctapkan paling tinggi 
se besar 1 %) ( satu per seratus]. 

(4) Besaran uang ganti rugi relatif kecil yang dapat digunakan 
selain untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam hal besaran ganti rugi paling tinggi 
scbesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah). 

(5) Penggunaan selisih sisa uang ganti rugi atau uang ganti rugi 
relatif kecil yang dapat digunakan selain untuk tanah 

Pasal 36 

lapangan, 
c. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan tinjauan 

lapangan Bupati rneneruskan permohonan ijin dengan 
discrtai kelcngkapan berkas se bagaimana dimaksud pada 
huruf a kepada Gubernur untuk mendapatkan 
ijin/ persetujuan. 

(2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa 
setempat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j 
dilakukan dengan tahapan: 
a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data 

untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang 
dituangkan dalam berita acara. 

b. Dalam melakukan tinjauan lapangan dan verifi.kasi data 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati membentuk 
Tim Kajian Daerah. 

c. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana 
dimaksud pada huruf a disarnpaikan kepada Gubernur 
sebagai bahan pcrtimbangan pernberian persetujuan. 

d. Setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur, 
selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa 
tentang tukar menukar tanah milik desa. 

huruf a, 
adrninistrasi clan penelitian 

menukar 
Bupati 

tinjauan 

tukar permohonan 1Jm 
dimaksud dalam 

b. Berdasarkan 
se bagaimana 
melaksanakan 
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Tukar men ukar tanah rnilik desa se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar 

Tanah milik desa; 
b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a 

ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan 
pcrsetujuan Menteri; 

c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian 
Kabupaten; 

d. Tim Kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c 
clengan mengikutsertakan tenaga penilai; 

Pasal38 

(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk 
pcmbangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal :33 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada 
kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis 
dengan tetap rnemperhatikan dan menyesuaikan rencana 
tata ruang wilayah (RT/ R\V). 

(2) Kepentingan nasional yang lcbih penting clan strategis 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) seperti pengembangan 
kawasan industri dan perumahan. 

(3) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis 
sebagaimana climaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat. 

(4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan : 
a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan 

be saran gan ti rugi sesuai harga yang mengun tungkan 
desa dengan menggunakan nilai wajar basil perhitungan 
tenaga perulai; 

b. tanah pengganti diutarnakan berlokasi di desa setempat; 
c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa 

seternpat sebagaimana dimaksucl pada huruf b, tanah 
pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan 
dan/ atau desa dikecama.tan lain yang berbatasan 
langsung. 

Bagian Kedua 
Bukan Kepentingan Umum 

Pasal37 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah 
untuk: 
a. pengadaan aset desa; 
b. pemeliharaan aset desa; dan 
c. pengamanan aset desa, berupa pemasangan patok batas 

dan/ atau pensertipikatan tanah desa. 
(6) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya 
ditetapkan dalarn APBDesa. 
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( 1) Tarrah rnilik Desa berada di Luar Desa a tau tanah milik desa 
tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah 
pihak lain dan/ atau tanah milik desa yang didalamnya 
tcrdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar mcnukar 
ke lokasi desa setempat. 

(2) Tukar merrukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dalam rangka meningkatkan efektifitas 
pengelolaannya agar le bib berdaya guna dan berhasil guna. 

(3) Penilaian produktivitas scbagaimana dimaksud pacla ayat (2) 
harus mendapatkan rekornendasi dari Perangkat Daerah 
yang membidangi produktivitas lahan. 

(4) Tukar menukar tanah milik desa sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan: 
a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai 

dengan tanah penggantinya dan mernperhatikan nilai 
wajar; 

b. untuk menentukan nilai wajar sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, desa melibatkan tenaga penilai/ apraisal 
yang pembiayaannya dibebankan kepada salah satu pihak 
yang ditetapkan dalam perjanjian; 

c. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar 
menukar Tanah milik desa; dan 

d. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, 

(5) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan se bagai berikut : 
a. Kepala Desa mcnyampaikan surat kepada Bupati melalui 

Camat terkait basil Musyawarah Desa tentang tukar 
menukar tan ah milik Desa dengan cal on lokasi tanah 
pengganti berada pada desa seternpat, dengan disertai : 
1) Berita Acara hasil Musyawarah Desa; 
2) Kcputusan BPD tentang Pcrsetujuan Tukar Menukar 

Tanah Milik Desa; clan 
3) Dokumen kepemilikan/ status tanah milik desa dan 

calon tanah pengganti. 
b. atas pcnnohonan kepala desa sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Bupati melaksanakan verifikasi data dan 
tinjauan lapangan. 

c. Verifikasi data dan tinjauan lapangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b dilakukan untuk memperoleh 
bukti formil melalui pcrtemuan di dcsa yang dihadiri 
oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang 
melakukan tukar menukar, aparat Kecamatan, tim 

Bagian Ketiga 
Tarrah Ka s Desa Selain Untuk Kepentingan Umum 

dan Bukan Untuk Kepentingan Umum 
Pasal 39 

e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dirnaksud pada huruf d 
melakukan pcngkajian berupa peningkatan ekonorni desa, 
menguntungkan desa, dan ticlak merugikan aset desa; dan 

f. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai 
bahan pertimbangan disampaikan kepada Gubernur untuk 
permohonan ijin. 
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( 1) Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai 
dengan penyelesaiaan sertifikat tariah desa pengganti 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 
39 dibcbankan kepada pihak pemohon clan diluar harga 
tanah yang akan ditukar. 

Bagian Keenam 
Pembiayaan Tukar Menukar 

Pasal 42 

(1) Urituk melaksanakan proses tukar menukar dimaksud 
dalam Pasal 33, Bupati dapat memberituk Tim Kajian 
Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Asisten 
Pernerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi 
pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi 
pengclolaan aset claerah, Pcrangkat Daerah yang 
membidangi perijinan terpadu, Perangkat Daerah yang 
membidangi pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi 
tata ruang, instansi pemerintah yang membidangi 
pertanahan, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, clan 
Camat sctcmpat. 

Bagian Kelima 
Tim Kajian Tukar Menukar Tingkat Daerah 

Pasal41 

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34, Pasal 37, clan Pasal 39 dihapus dari daftar inventaris aset 
dcsa dan pcnggantinya dicatat dalam daftar invcntaris asct 
desa. 
a. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus 

diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi 
kodefikasi. 

b. Kodefikasi diatur dalam pedoman umum mengenai 
kodefikasi aset desa. 

Bagian Keempat 
Pcnatausahaan Tukar Mcnukar 

Pasal 40 

penilai/ apraisal, serta pihak dan/ a tau in starisi terkait 
lainnya. 

d. Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil 
kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon 
pengganti tanah milik desa. 

c. basil tinjauan lapangan clan verifikasi data scbagaimana 
dimaksud pada huruf c dan huruf d dimuat dalarn Berita 
Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, 
pihak yang melaksanakan tukar menukar, tim 
pcnilaian/ apraisal clan Camat seternpat. 

f. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai 
dasar dan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan ijin. 
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( 1) Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan aset clesa. 
(2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas 
melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan 

BABV 
FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal44 

( 1) Tanah desa tidak clapat clilakukan alih fungsi, kccuali 
digunakan untuk: 
a. fasilitas umum dan fasilitas sosial; 
b. penyelenggaraan pernerintahan desa; atau 
c. meningkatkan pendapatan desa. 

(2) Alih fungsi tanah desa untuk kepentingan masyarakat atau 
meningkatkan pendapatan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I.) dilaksanakan dengan keterituan sebagai 
berikut : 
a. merupakan hasil musyawarah desa yang ditetapkan 

dalam RPJMDesa dan RKPDesa; 
b. memperha.tian. ketentuan rencana tata ruang wilayah 

(RT/RW) 
c. ditetapkan dalarn Peraturan Desa yang rnemuat dasar 

pertimbanga:n clilakuka:n alih fungsi; 
d. dalam hal yang menjadi dasar pertimbangan alih fungsi 

adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, maka 
Peraturan Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 
rnemuat perhitungan pcndapatan sebelum dan sesudah 
dilakukan alih fungsi; dan 

e. dalam hal alih fungsi mengubah tanah pertanian rnenjadi 
non pertanian, maka Kepala Desa wajib memenuhi 
perijinan peralihan penggunaan tanah serta perijinan 
lainnya sesuai ketentuan pcraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Alih fungsi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I.) ti.dak 
mengubah status kepemilikan tanah desa. 

BAB IV 
ALJH FUNGSI TANAH 

Pasal 43 

(2) Apabila ada sisa lebih biaya adrninistrasi dapat 
dipergunakan un tuk : 
a. pengadaan aset desa; 
b. pemeliharaan a.set desa; dan 
c. pengamanan aset desa, berupa pemasangan patok batas 

dan/ atau perisertipikatan tanah desa. 
(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan 
dalarn APBDesa. 
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(1) Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan 
pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan 
dan/ atau scdang dalam proses sebelum ditetapkannya 
Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal49 

( 1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerin tah Daerah berskala 
lokal Dcsa yang ada di Desa dapat dihibahkan 
kepemilikannya kepada Desa. 

(2) Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pcmerintah Dacrah 
dikernbalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan 
untuk fasilitas umum. 

(4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara 
lain prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, dan kantor 
pcmerintah. 

BAB Vll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal48 

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset 
desa,untuk mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, 
hukum dan aclministrasi maka pembiayaan dibebankan pada 
APBDesa. 

BAB VI 
PE MBIA Y AAN PENGELOLAAN ASET DESA 

Pasal 47 

Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan desa 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ( PD } yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan 

Pasal 46 

(1) Carnal melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan asct clesa. 

(2) Pembinaan dan pengawasan Camat. sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) rneliputi kegiatan pembinaan, pengendalian, 
monitoring, dan evaluasi pengelolaan aset desa. 

Pasal 45 

kapasitas aparat pernerintahan dalarn pengelolaan aset 
desa. 



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR l.fO TAHUN 2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dala.m Berita Daerah Kabupaten Batang. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal50 

2. Pengelolaan aset desa khususnya tukar menukar tanah 
milik desa yang sejenis seperti tukar guling atau pelepasan 
tanah kas desa yang sudah terjadi di desa, masing-masing 
pihak sudah menguasa.i tanah hasil t.ukar menukar, dan 
belum diproses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku 
sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka tukar 
mcnukar dilaksanakan berdasarkan ketcntuan yang berlaku 
pada saat terjadinya tukar menukar 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19701114 199412 1 001 

HKM
Typewritten text
Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 September 2017

HKM
Typewritten text
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

HKM
Typewritten text
Diundangkan di Batang
pada tanggal 11 September 2017

HKM
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN
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III. TATA CARA PEMBERIAN NO MOR KODE ASET 
Tata cam. pemberian nomor kode aset, diiai dengan urutan sebagai 
berikut: 
1. Kode Desa 

cliisi dcngan koclc wilayah aclministrasi pcmcrintahan dcsa 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang 
mengatur Perietapan Desa di Kabupaten BATANG. 

2. Tahun Perolehan 
diisi dcngan tahun pcrolehan/pembelian aset (diisi dengan 4 digit 
angka) 

3. Kode golongan, bidang, kelompok, sub kelornpok, sub-sub 
kelompok/jenis barang 

II. NOMOR KODE ASET 
a. Nomor kode aset diklasifikasikan ke dalam 6 golongan, yaitu: 

1) Tanah; 
2) Mesin dan Peralatan; 
3) Gedung dan Bangunan; 
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan 
5) Aset Tetap Lainnya. 

b. Penggolongan barang terbagi atas Bidang, Kclompok, Sub Kelompok 
dan sub-sub Kelompok/.Jeni.s Barang. 

c. Nomor Kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan Suh-Sub 
Kelompok/jenis barang sebagaimana tercantum dalam tabel. 

I. PENGERTIAN DAN TUJUAN KODEFIKASI ASET 
Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka 
pengamanan dan kepastian status kepemilikan. 
Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan 
memberikan kejelasan status kepernilikan dan status penggunaan barang 
pacla masing-masing pengguna. 

A. Pedoman Kodefikasi Aset Desa 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NO MOR '{O TAHUN 2017 
TENTANG 
PENGELOLAAN ASET DESA DI 
KABUPATEN BATANG 
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02 Jagung 
01 Padi 

02 Lain-lain 01 01 01. 02 
01 01 01 0:3 
01 01 01 03 
01 01 01 03 

01 01 01 02 Kuburan 
·····-···-··········~·-~·-····-··--·-·-··---· ··--------------- -------·------·-- ----·------------·-- --------------~-------------·----·--·-·-·-·-·-· .. ··-·-·-·------·-·---·--·-·· ...... 

01 01 01 02 01 Titisara. 

Bengkok Kadus 

La dang 

05 

0 1 0 1 0 1 0 1 06 Lain - lain 

01 01 01 01 

·········---~.! ·---·-·-g--~·------- ··-------·-~·-1.·------- O ] __ __.._ Ber1gkok----------- .. -------·-----------------------------------·---- 

01 01 01 Tanah Kas Desa 
01 01 TANAH 

GOLONGAN TANAH 01 

Uraian k Sub Sub-sub 
Golongan Bidang Kelompo . . Kelompok Kelompok 

TABEL KODE GOLONGAN, BIDANG, KELOMPOK, SUB KELOMPOK, SUB-SUB 
KELOMPOK ASET DESA 

B. Tabel Kode 
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Aset Dcsa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, 
APBDesa clan pcrolehan lainnya yang sah dan 
digunakan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa . 
sebagaimana terlampir; 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENT ANG 
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah scbagaimana 
telah diubah dengan Un.dang-Un.dang Nornor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi ,Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. dst... (diisi dengan dasar-dasar hukum tertinggi 
dan sederajat yang dipergunakan untuk pijakan 
legalitas] 

a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalarn 
rangka mendukung penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa ; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud pada huruf a perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa tentang Status 
Penggunaan Aset Desa. 

KEPALA DESA . 

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA 

TENT ANG 

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa) 

NO MOR ...... TAHUN 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN (Nama Kecamatan) 

DESA (Nama Desa) 
Jl. (Alamat Kantor Kepala Desa) 

KESATU 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset 
Des a 
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(Nama Tanpa Gclar clan Pangkat) 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

Ditetapkan di .. 
pada tanggal . 

Keputusan Kepala Desa im mulai berlaku pada 
tanggal ditctapkan. 

KEEMPAT 

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat 
didayagunakan dalam rangka mcningkatkan 
pendapatan desa; 

KETIGA 

Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) 
mcrupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku 
Inventaris Aset Desa; 

KEDUA 
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Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh 
Kepala Dcsa. 

Kolom 7 

Kolom 6 

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber 
perolehan/pernbelian/pengadaan dari APBDesa; 
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan surnber 
perolchan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah: 
Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting. 

Kolom 5 

berdasarkan sumber 
Aset/ Kekayaan Asli 

Catatan : 
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 
Petunjuk Pengisian : 
Kolom 1 Diisi dengan nornor urut 
Kolom 2 Diisi dengan jenis barang 
Kolom 3 Diisi dengan nomor kode barang 
Kolom 4 Diisi dengan asal usul barang 

perolehan / pem belian / pengadaan dari 
Desa: 

(Nama Tanpa Gelar clan Pangkat) 

(N ama Desa) , tanggal . 
KEPALA DESA (Nama Desa) 

-· --·-·-·------------ ~---·-----------· ·--·-·--·---------- --~~--------_]~------·--------- - - - - ------·-·-·-···-·-·-·····-···-·-·-·-········ 

Barang Barang 
Ket. Kode 

I 2 

Kekayaan APBDesa Perolehan Lain 
__________ ·---------- __ ----------------·- __ Asli_ Desa -------·-·---- Yg_Sah ·-·-·-··----··---· 

3 4 5 6 7 

Asal usul Barang Jenis No. 

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA DESA . 
NOMOR TAHUN 
TENTANG 
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA 

D. Format Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status 
Penggunaan Aset Desa 
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( ) ( ) 

Pengelola/ Pengurus 
Aset Desa, 

D l csa , tangga . 
Yang Bertandatangan di bawah ini : SEKRETARIS DESA 

Selaku Pernbantu 
Pengelola Aset Desa 

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan se benarnya dan 
disampaikan kepada Kepala Desa (Nama Desa) untuk 
dipergunakan sebagaimana rnestinya. 

Adapun hasil pengecekan/pcnclitian atas aset terse but 
semua/ sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat 
d.ipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, 
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya 
perbaikan yang akan clikcluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan 
untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris 
Desa. 

Pada ..... Tanggal . . . . . kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku 
Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/ penelitian atas aset Desa 
berupa ; ; . 

BERTTA ACARA 
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA 

PEMERINTAl-1 DESA (Nama Desa) 
NOMOR .. 

TAHON . 

E. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa 
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Mcnghapus dari Buku Inventaris Aset Desa 
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah 

PERTAMA 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG 
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA 

Menetapkan 

1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik 
De sa Pemerintah Desa Nomor 
......... Tahun . 

MEMUTUSKAN: 

Memperhatikan 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 1:3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. dst... (diisi dengan dasar-dasar hukum tertinggi 
dan sederajat yang dipergunakan untuk pijakan 
lcgalitas) 

Mengingat 

a. bahwa barang rnilik Pernerintah Desa yang rusak 
berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk 
kepcntingan penyelenggaraan pemcrintahan desa, 
perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset 
Desa Pert.ahun dan Buku Inventaris Desa 
Pemerin tah Desa ; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a 
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa . 

Menirnbang 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA 

TENT ANG 

NOMOR ...... TAHUN 

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa) 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN (Nama Kecamatan) 

KEPALA DESA (Nama Desa} 
,JI (Alamat Kantor Kepala Desa] 

F. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa 
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(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

KEPALA DESA (Narna Desa) 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Keputusan Kepala Desa mi mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

KE . 

Dst. KE DUA 

Desa yang beralih kepemilikan, musnah, 
dan/ a tau hilang, kecurian, terbakar milik 
Pemerintah Desa.................. sebagaimana 
tercantum dalam Daftar Lampiran Ke_putusan ini, 
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Kolom 5 
Kolom 6 

Catatan : 
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 
Petunjuk Pengisian 
Kolorn l Diisi dengan nomor urut; 
Kolom 2 Diisi dengan jenis barang; 
Kolom 3 Diisi dengan banyaknya jumlah barang; 
Kolom 4 Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan 

Aeli Desa; 
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa; 
Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain 
yang sah: 

Kolom 7 Tahun Perolehan/ Pembelian; 
Kolom 8 Keterangan 
Setelah diisi seluruhnya rnaka pada : 
- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan 

Petugas / Pengurus Barang Milik Desa; 
- kiri bawah clkctahui oleh Kepala Dcsa. 

( ) ( ) 

Desa , tanggal . 
PETUGAS/PENGURUS 
BAR.ANG MILIK DESA 

MENGETAHUI : 
KEPALA DESA 

1 2 

Kekavaan .., 
Asli Desa .. ·~·~· ...... ' ... ·-· ~· ~· ~· 

4 3 

APB Perolehan 
Desa Lain Yg· Sah .............. ,.,, ,.,.,,.,.,. ,,,,., •.• ,.,, , , ; ,, ,1 

5 6 7 8 ........................................................................................... j ; :: 1 

No Jcnis Banyak 
Barang nya 

Barang 

Tahun Ket. 
Perolehan 

I 
Pembelian 

Asal usul Barang 

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...... (Nama Desa) 
NOMOR TAHUN 
TENTANG PENGHAPlJSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA 

G. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa 
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Petunjuk Pengisian 
Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, 
Kabupaten/Kota, clan Kecamatan; 
Kolom I Diisi dengan nomor urut; 
Kolom 2 Diisi dengan jenis barang; 
Kolom 3 Diisi dcngan nomor kode barang; 
Kolom 4 Diisi clengan mcrk/type/ukuran/ dan sebagainya; 
Ko lorn 5 Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sum ber dari 

APBDesa; 
Kolom 6 Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari 

perolchan lain yang syah; 
Kolom 7 Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari 

Aset/ Kekayaan Asli Desa; 
Kolom 8 Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang; 
Kolom 9 Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting. 
Setelah diisi seluruhnya maka pacla : 
- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan 

Petugas / Pengurus 
Barang Milik Desa; 

- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Perigelola 
Barang Milik Dcsa. 

( ) ( ) 

PETUGAS/PENGURUS 
BARANG MILIK DESA 

Desa , tanggal MENGETAHUI : 
SEKRETARIS DESA 

Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik 
Desa 

.................................................................. 1... --··········-···························"··········""'•••"'''"""'"'"""'"'"'"'"'"'"' l... s. __ . .. L ······-······ , L. _ .• , 

2. 
I 3. t t .f 1 ,-·-·-·--· .. ·I 

I 4. i 

r. 

Perolehan 
Lain Yg Sah 

5 2 

No Ket. Tangga.l 
Perolehan,' 
Pembelian 

7 6 9 8 4 

Asal Usul Barang Identitas I 
Barang j 

i 

3 

APB Des J\set/ 
Kekayaan 
Asli Desa .. ···································-······-·-···· . ·-·-·-·-·-·-·-·-····-···- ····-·-·-·-·-· -·······-···········-·-····-···········-········-·-·-·-······· ······---·-·--·--··-·-·-----·--·--··--·----·--·--·--·--·1---- _, ,, , ; ; 

.Jen is Kode 
Barang Barang 

1 

Kode Lokasi Desa : 

BUKU INVENTARIS ASET DESA 
PEMERINTAH DESA . 

TAHUN . 

H. Format Buku Inventaris Aset Desa 

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI


